PENETAPAN
Nomor 18/Pdt P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili Perkara Perdata
Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan
sebagal berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Murhana, Lahir di Siger, tanggal 7 November 1980, Perempuan,

Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekeraan
Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur No 42
D, RT/RW 001/004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan
Boreang, Kota Parepare, selanjulnya disebul sebagai
PEMOHON,;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomaor
168/Pdt Pf2023/PN Pre, tertanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa perkara perdala permohonan,

- Telah membaca surat permohonan pemaohan;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon,

- Telah mendengar keterangan Saksl-Saksi dan Pemohon di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang. bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1

Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaflarkan

pada Kepaniteraan Pengadilan Megern Parepare pada tanggal 3 Maret 2023

dengan register Nomor :18/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah ada orang yang bernama MUHAMMAD BADWI yang
bertempat tinggal di JI. Kebun Sayur, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan
Boreang, Kota Parepare;

2. Bahwa keberadaan saudara MUHAMMAD BADWI tidak diketahui lagi, baik di
Indonesia maupun diluar Indonesia dan tidak pula diketahui siapa ahl warisnya
serta tidak dapat dibuktikan orang tersebut meninggal dunia atau belum
berdasarkan Surat Keterangan No 4.1-17/Uj. Lare yang ditandatangan| oleh
Lurah Ujung Lare pada tanggal 27 September 2019

3. Bahwa saudara MUHAMMAD BADWI tersebut pernah memiliki sebuah Tanah
sebagaimana Sertipikat Hak Milik Momor 20.18.01.06.1.00357 atas nama
MUHAMMAD BADWI;
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4 Bahwa Tanah vyang dimaksud dalam Sertipkat Hak Miik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADWI tersebut telah dijual
kepada saudari NURHANA pada bulan Oktober 2005, sebagaimana Bukti
Kwitansi Pembayaran tertanggal 1 Cktober 2005;

5 Bahwa Tanah yang dimaksud dalam Sertipkat Hak Miik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADWI| tersebut telah dijual
kepada saudan NURHANA berdasarkan Akta Jual Beli Mo 17/2018 pada
tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
beserta Surat Pemyataan yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2020 dan di
dukung oleh Akta Affidavit No. 02 tertanggal 05 Februan 2018 yang dibuat
dihadapan Notarns Kota Parepare;

6. Bahwa setelah dilakukan jual beli atas Tanah yang dimaksud dalam sertifikat
hak milik nomor 20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADW! tersebut,
belum pernah dilakukan balik nama menjadi atas nama pemohon sebagai pembeli
(NURHANA),

7. Bahwa saat ini Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hsk Milik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADWI! tersebut dikuasi oleh
pemohon sebagal pembel (NURHANA),

8. Bahwa Pemchon saat ini akan mengajukan Permohonan Hak Milik / Balik Nama
atas Tanah yang dimaksud dalam Serlipikat Hak Milik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADWI kepada Kantor Badan
Pertanahan Masional (BPN) Kota Parepare;

8 Bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan
kepada seseorang dan tidak diketahui bahwa ia telah meninggal dunia tanpa
menunjukan kuasanya, maka untuk mengurus harta dan kepentingan Pemohon
tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 463
KUHPerdata);

10. Bahwa untuk mengurus harta kekayaan tersebut, maka Pengadilan Negeri
Parepare perly memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di
Parepare selaku instansi yang mengurus dan membela hak-hak untuk mewakili
kepentingan-kepentingan terhadap harta orang tersebul diatas yang ditetapkan
sebagai orang yang tidak hadir {afwezigheid):

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar lbu Kelua
Pengadilan Negeri Parepare Cq Majelis Hakim Pengadilan Neger Parepare segera
memarikes dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan penstapan
sehagai berikut
FPRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
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2  Menetapkan bahwa orang yang bernama MUHAMMAD BADWI adalah sebagai
orang yang tidak hadir (afwezigheid);

3. Memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Parepare untuk
mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan saudara MUHAMMAD
BADWI yang berupa Tanah yang dimaksud dalam Serfipikat Hak Milik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMAD BADWI,

4. Memerintahkan kepada Badan Perlanahan Nasional (BPN) Kota Parepare
untuk memproses dan menyelesaikan Permohonan Pengajuan Hak Milik (HM)
| Balik Nama atas Tanah yang dimaksud dalam Serfipikat Hak Milik Nomor
20.18.01.06.1.00357 atas nama MUHAMMALD BADWI! yang diajukan oleh
Femohon sehagai pembei (NURHANA),

5 Membebankan biaya yang timbul terhadap permohonan ini ditanggung oleh
Pemohon.

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan, datang
menghadap Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menerangkan tidask ada perubahan, selanjutnya Pemohan
menyalakan tetap peda permohonannya tersebut:

Menimbang. bahwa untuk membuktikan dall permohonannya, Pemohon
ielah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 73720347 11800002 atas nama Nurhana
tanggal 04 Apri 2013, dibed tanda bukh P-1;

2. Fotokops Surat Keterangan Nomor 4.1-17/Uj Lare tanggal 27 September 2019, diberi
tanda bukt P-2,

3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7372032708100001 atas nama kepala keluarga
Murhana tanggal 8 September 2020, diben fanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kwitansi telsh terima dari Nurhana tanggal 1 Oktober 2005 untuk
pembayaran sebuah rumah dan sebidang tanah di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan
Soreang Kota Parepare ssjumiah RpS.000.000,00 (ima juta rupiah), diber tanda bukdi
P-4,

5. Fotokopt Surat Pemyataan yang ditandatangani oleh Andi Ling Zulfiany, SH., MKn
tanggal 27 April 2020, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Akta Jual Bell Nomor 17/2018, diberi tanda bukti P-5;

7. Fotokops Salinan Akta Affidavit nomor 02 tanggal 05 Februar 2018, diberi tanda bukii
P-T.

B. Fotokopi Seripikat Hak Milik No. 00357, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan
P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asiinya,
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kecuall bukti sural P-4 telah bermatarai cukup namun hanya berupa Folokopi dan
Fotokopi, selanjutnya terhadap Fotokopi bukti sural tersebul dilampirkan dalam
berkas perkara ini;

atas,

Menimbang, bahwa selan mengajukan bukti-bukt surat tersebut di
Pemaohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing

di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya
sebagal berkut .

1. Mursia;

.

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga Pemohon;
Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya
kepemilikan sebidang tanah yang tedetak di Jalan Kebun Sayur Kelurahan
Uung Kecamatan Soreang Kota Parepare dan telah berserifikat milik Saudara
Muhammad Badwi, yang telah dijual ke Pemohon dan Pemohon hendak
melakukan balik nama sertifikat tersebut dari Muhammad Badwi menjadi
nama Pemochon;

Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Badw karena dahulu Saksi
bertetangga dengan Muhammad Badwi;

Bahwa saat im Saks sudah mndah rumah dan tidak bertetangga dengan
Muhammad Badwi,

Bahwa setahu Saks, Muhammad Badwi pamah menikah namun tidak memiliki
keturunan dan saat ini sudah bidak berada di rumahnya serta tidak diketahui
dimana keberadaannya

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Muhammad Badwn pergi
meninggalkan rumahnya,

Bahwa dahuluy Muhammad Badw pernah menjual sebidang tanah miliknya kepada
Pamaohon,

Bahwa Saksi mengetahul hal fersebut dan Pemaohon yang menyampaikan kepada
Saksi, bahwa Pemohon sudah membell tanah dari Muhammad Badwi yang
teretak di Ujung Lare dengan luas tanah 5210 m* {lima puluh meter parsagi),

- Bahwa Saksi tidak mengetahul berapa harga tanah yang dibeli cleh Pemohon dari

Muhammad Badwi dan Saksi juga tidak mengetahui kalay Pemohon pemah
mengurus surat-surat terkait tanah tersebut di Kanior Notarnis;
Atas keterangan Saksi tersabut, Pemohon membenarkannya

2. Parida Baharuddin;
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Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah anak kandung
Pemaohon,

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan
Permohonan Pemohon mengenai adanya kepemilikan sebidang tanah yang
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terietak di Jaian Kebun Sayur Kalurahan Ujung Kecamatan Soreang Kota
Parepare dan telah bersertifikat milik Saudara Muhammad Badwi, yang telah
dijual ke Pemohon dan Pemohon hendak melakukan balik nama serifikat
tersebut dar Muhammad Badwi manjadi nama Pemohon,
Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa pada tahun 2005 Pemohon
sudah membel tanah dar Muhammad Badwi yang terletak di Ujung Lare dengan
luas tanah 5X10 m? (lima puluh meter persegi) dengan harga Rp15.000.000,00
(hma belas juta rupiah).
Babwa pada tahun 2005 Pemohon membayar pembelian tanah tersebut secara
bertahap sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp10.000.000.00
(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp5 00000000 (lima juta
rupiah), dengan disaksikan oleh adik kandung Pemohon yaitu Saudara Ruslan,
Bahwa pads tahun 2017 Pemohon bersama Saudara Akbar dan Lurah setempat
mengurus surat-surat tanah tersshit ke Notans Andi Lina Puffiany, S H M Kn lalu
kemudian diterbitkan Akta Afidavit dan Akta Jual Beli oleh Notaris tersabut,
Babwa Muhammad Bacdwi tidak ada pada saat pengurusan surat-surat tersebut di
Notans,
Bahwa gobelum mengurus surat-surat tersebut di tahun 2017, Pemohon sempat
datang ke tempat tinggal dan mencar Muhammad Badwi sera bertanya ke
masyarakat sakitar namun sudah tidak diketahui keberadaannya,
Bahwa berdasarkan keterangan dar Pemohon. Muhammad Badws pemah
menikah namun tidak memiliki keturunan;
Bahwa selelah Akta Afidavit dan Akta Jual Beli diteridtkan oleh Notaris, Pemohon
lalu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan balk nama sekalgus
pemecahan serifikal kepemilikan tanah atas nama Muhammad Badwi menjadi
atas nama Pemohon (Nurhana), namun belum bisa dilskukan karena harus ada
penetapan darn Pengadilan Negen terkat crang yang hilang;
Bahwa oleh karena itulah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Parepare untuk menetapkan Muhammad Badwi sebagai orang
hilang/tidak. hadir dan untuk mengubah Sertifikat hak kepemilikan tanah yang telah
berseifikat atas nama Muhammad Badwi menjadi tanah milk Pemohon
{Nurhana),

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya |

Menimbang. bahwa dipersidangan Pemohon telah membenkan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pada tahun 2005 Pemchon membeli sebidang tanah yang teretak di

Jaian Kebun Sayur Kelurahan Ujung Kecamatan Soreang Kota Parepare yang
teiah bersertifikat milik Saudara Muhammad Badwi, dengan luas tanah 5x10
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m* {lima puluh meter persegi) seharga Rp15.000.000 - (ima belas juta rupiah) dan
pembayaran dilakukan secara dicicl, pembayaran pertama Rp10.000.000,.-
(sepuluh juta rupiah) Pemohon serahkan secara langsung kepada Muhammad
Badwi, namun bukli berupa kwitansi yang diserabkan oleh Muhammad Badwi
kepada Pemohon sudah hilang;

- Bahwa sisa uang sejumiah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) Pemohon serahkan
kepada kenalan Muhammad Badwi yang bemama Saudara Hakim dengan bulkti
kwitansi dan Saudara Hakim bertandatangan di atas kwitansi tersebut:

- Bahwa sefelah pembayaran selesai dilakukan, Pemohon menerma Sertifikat
tanah milik Muhammad Badwi dan Lurah Ujung karena saat ity Muhammad Bacdwi
tdak diketahui keberadaannya,

- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon bersama dengan Saudara Akbar dan Lurah
Ujung, mengurus sural-surat tanah tersebut ke Motaris Andi Lina Zulfiany,
SH.MKn lalu kemudian diterbitkan Akta Afidavit dan Akta Jual Beli oleh Notaris
tersebut,

- Bahwa sebelum mengurus surat-surat tersebut di tahun 2017, Pemohon sempat
datang ke tempat tinggal Muhammad Badwi dan mencan Muhammad Badwi serta
bertanya ke masyarakat sekitar namun sudah ltidak diketahui keberadaannya
Selanjutnya pada tahun 2019 Pemohon pergi ke Kantor Kelurahan Ujung writuk
mengurus  status Muhammad Badwi yang sudah fidak dketahul fagi
keberadaannys;

- Bahwa Muhammad Badwi pemah menikah namun tidak memiliki keturunan

- Bahwa selelah terbit Akia Afidavit, Akta Jual Bell dan Surat Keterangan dari Lurah
Upng, Pemohon ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan
pemecahan dan ballk nama serifikat hak milik atas nama Muhammad Badwi ke
nama Pemohon (Murhana), namun perubahan tersebut tidak dapat dilakukan
karena harus ada penetapan dar Pengadilan Negen Parepare:

- Bahwa oleh karena itulah Pemochon bermaksud mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negen Parepare untuk menetapkan Muhammad Badwi sebagai orang
hilanghtidak hadir dan untuk mengubah Sertfikat hak kepsmilikan tanah yang telah
berserifikat atas nama Muhammad Badwi menjadi tanah miik Pemahon
{Nurhana),

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohaon menyatakan tidak mengajukan
sesuatu hal yang fain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang
diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah
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dipartimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan Penetapan

ini;

TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas,;

Menimbang, bahwa Pemohon melalul surat permohonannya tertanggal 1
Maret 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar
ditetapkan bahwa orang yang bemama Muhammad Badwi adalah orang hilang
atau tidak hadir dan uniuk mengubah Sertifikal hak kepemilikan tanah yang telah
bersertifikat atas nama Muhammad Badwi menjadi tanah milik Pemohon (Nurhana);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dall permohonannya, maka
selama pemeriksaan perkara ini Pemaohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis
tertanda P-1 sampai dengan P-& dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
bemama Saksi Nurdia dan Saksi Panda Baharuddin, yang masing-masing telah
memberikan keterangannya di bawah sumpahijaniji;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum
parmohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan yang berdasarkan
hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban serta kepatutan
masyarakat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukli-bukti surat tersebut di atas
dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi,
maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut -

* Bshwa pada tahun 2005 Pemohon membeli sabidang tanah yang tedetak di
Jalan Kebun Sayur Kelurahan Ujung Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah
bersertifikat milik Saudara Muhammad Badwi, dengan luas tanah 5x10 m? (lima
pulun meter persegi) seharga Rp15.000.000- (Wma belas juta rupiah) dan
pembayaran dilakukan dengan cara dicicil;

* Bahwa uniuk pembayaran pertama sejumiah Rp10.000.000 - (sepuluh juta rupiah),
Pemohon serahkan secara langsung kepada Muhammad Badwi, namun bukti berupa
kwitans! yang diserahkan oleh Muhammad Badwi kepada Pemohon sudah hilang:

* Bahwa sisa uang sejumiah Rp5.000.000- (lima juta rupiah) Pemohon serahkan
kepada kenalan Muhammad Badwi vang bemama Saudara Hakim (Vide Bukdi P-4);

* Bahwa setelah pembayaran selesai dilakukan, Pemohon menenma Sertifikat tanah
milik Muhammad Badwi (Vide Bukti P-8) dari Lurah Ujung karena saat itu Muhammad
Badwi tidak diketahui keberadaannya;

* Bahwa pada tahun 2017, Pemohon bersama dengan Saudara Akbar dan Lurah
Ljung. mengurus surat-surat tanah terssbul ke Notans Andi Lina Zulfiany, S.H M Kn
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lalu kemudian diterbitkan Akta Afidavit dan Akta Jual Beli oleh Notans tersebut (Vide
Bukti P-6 dan P-T);

* Bahwa sebelum mengurus surat-surat tersebut di tahun 2017, Pemohon sempat
datang ke tempat tinggal Muhammad Badwi dan mencari Muhammad Badw serta
bertanya ke masyarakat sekiar namun sudah fidak diketahui keberadaannya
Selanjutnya pada tahun 2019 Pemohon pergi ke Kanior Kelurshan Ujung untuk
mengurus status Muhammad Badwi yang sudah fidak diketahui lagi keberadaannya
(Wide Bukti P-2),

* Bafwa setelah ferbit Akia Afidavit, Akta Jual Beli dan Surat Keterangan dari Lurah
Ujung, Pemohon ke Badan Pertanahan Masional (BPN) untuk melakukan pemecahan
dan balk nama sertifikat hak milik atas nama Muhammad Badwi ke nama Pemohon
{Nurhana), namun perubshan tersebut tidak dapat dilakukan kerera harus ada
penstapan dar Pengadilan Meger Parepare,

* Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
Parepare untuk menetapkan Muhammad Badwi sebagai orang hilangftidak hadir dan
untuk mengubah (belik nama) Serifikat hak kepemilikan tanah yang telah bersertifikat
atas nama Muhammad Badwi menjadi tanah milik Pemaohan (Murhana);

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemohon adalah
mengajukan permohonan untuk dapal menyatakan seseorang tidak diketahui
keberadaanya di seluruh wilayah Megara Kesaluan Republik Indonesia atau
seseorang dalam keadaan tidak hadir yaitu orang yang bermama Muhammad
Badwi dan member ijin pada Pemohon untuk dapat  melakukan
perbuatan hukum mengambil (menjadi dalam penguasaannya) lalu membalik nama
sebidang tanah berdasarkan Serfikat Hak Mk No. 0035/ yang terstak di Jalan
Kebun Sayur Kelurahan Ujung Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan luas tanah
5x10 m* (kma puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Muhammad Badwi
yang telah dijual kepada Pemohon pada tahun 2005 sebesar Rp15.000.000 - (lima
belas |uta rupiah) serta memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di
Parepare untuk mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan saudara
MUHAMMAD BADWI yang berupa tanah yang dimaksud dalam Sertiptkat Hak Milik
Nomor 00357 atas nama MUHAMMAD BADWI serta memerintshkan kepada
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare untuk memproses dan
menyelesaikan Permohonan Pengajuan Hak Milik (HM) / Balik Nama atas Tanah
yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Momor 00357 atas nama MUHAMMAD
BADWI yang diajukan oleh Pemohon sshaga pembel (NURHANA);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut
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Menimbang, bahwa pengertian yuridis dan permohonan atau gugatan
voluntair adalah permasalahan perdata vyang diajukan dalam bentuk
permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai cin khas yaitu masalah yang
diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one parfy only).
dalam arti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon
tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum
misalnya permintaan izin dar pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu
dengan ketentuan apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan
dengan hak dan kepentingan orang lain, yaitu
1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan MNegeri

pada prinsipnya tanpa sengkela dengan pihak lain (without disputes or

differences with another parly)
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi
bersifat ex-parfe;

Jadi benar-benar mumi dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang

terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal mattar)
yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku Il, Edisi
2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Paradilan Perdata
Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya
berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ity
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Megeri diben
kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat
sepihak atau ex-parfe dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

- dengan syarat . hanya boleh lerhadap masalah yang disebut dan ditentukan
sendin oleh undang-undang, yang menegaskan lentang masalah yang
hersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk
permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohanan Pemohan dapal disimpulkan
bahwa yang menjadi pokok tuntutan atau permohenan Pemohon adalah
sebagai barikut;

1. Tentang permchonan ketidakhadiran seseorang
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Menimbang, bahwa hkelenfuan Pessl 483 KUHPerdstz (Burgelick
Wetboek) yang pada pokoknya menyatakan, Jike fergadi seorang felah
meninggalkan tempat tinggalnya, dengan fidak member kuasa seorang wakil
guna mewakill dinnya dan mengurus harfa kekayaannya, pun ia tidak mengaiur
urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pembenan kuasa
kepada wakilnya tidak herlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna
mengurus seluruh atau sebagran harma kekayaan tu, alay guna mangadakan
seorang wakil baginya, maka alas permohonan  pihak-pihak  yang
berkepentingan, Fengadilan Negen d fempal bnggal orang yang dalam
keadaan tidak hadir itu harus menntahkan balai harta peninggalan atau kapada
sesecrang alsu lebih pang difunjuk Fengadilan Megeri dan keluarga sedsrah
atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada st atau suaminya untuk
pengelolaan harla kekayaan dan pengurusan kepenifingan lainnya”

Menimbang, bahwa Pasal 467 melanjutkan, “bila orang meninggalkan
lempal tinggainya lanpa memben kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan
kepentingan-kepentingannya atsu mengatur pengalolaannya atas hal du, dan
bila telsh lampau wakiu lima tahun sejak kepergiannya, sedangkan dalam lima
tahun itu lidak pemah ada fanda-landa lentang hidup alsu matinya, alas
permohonan  pihak-pihak  yang berkepenlingan boleh dipanggil  untuk
menghadap pengadilan ifu dengan panggilan umum yang berlaku selama
jangka waktu 3 (liga) bulan atau lebih, panggilan ini hap-tiap kali harus dipasang
daiam sural kabar dan Hap-tiap kali juga harus ditempelkan pade pintu utama
ruang sidang Pengadilan Negern dan pada pintuy maswk kantor keresidenan
ternpat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu”;

Menimbang, bahwa akibat hukum dan  ketidakhadiran ity melipot
pengambilan tindakan sementara atau dapat dinyatakan barangkali meninggal
dunia (vermoedeljk overtjden), dalam hal tindakan sementara, yang berhak
mengajukan permohonan adalah mereka yang berkepentingan atau Kejaksaan,
keadaan tersebut menurut Pasal 467 KUHPerdata (Burgelick Wethoek)
dimungkinkan jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 (lima)
tahun tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya dan
menurut Pasal 470 KUHPerdata (Burgelick Wetboek) menggunakan waktu 10
{sepuluh) tahun dan .si tidak hadir” telah menunjuk seorang kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan
dengan bukti sural dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon temyata saksi-saksi
tidak mengetahul dengan pasti sejak kapan kepergian Muhammad Badwi dan
sekarang tidak diketahul keberadaannya, paling lama sejak sekitar 4 (empat) tahun
lalu, berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Ujung pada
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tahun 2019 (Vide Bukti P-2) atau belum lampau waktu lima tahun sejak
kepergiannya dan tanpa memben kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan
kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pelitum parmononan Pemaonon ke-dua tentang keadaan tidak hadir Muhammad
Badwi adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah ditolak,

2. Tentang penguasaan harta sesecrang

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait agar
Pengadilan menyatakan seseorang tidak diketahul keberadaanya atau dalam
keadaan tidak hadir yaitu orang yang bernama Muhammad Badwi ditolak,
ginubungkan dengan maksud dan fujuan permchonan Pemohon yaitu agar
Pengadilan memberi ijin pada Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum
mengambil (menjadi dalam penguasaannya) lalu membalik nama sebidang tanah
berdasarkan Sertfikal Hak Milk Mo 00357 yang teretak o Jalan Kabun Sayur
Kelurahan Ujung Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan luas tanah 5x10 m? (ima
puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Muhammad Badwi menjadi nama
Pemohon (Nurhana), serta memerintahkan kepada Pejabal Balai Hara
Peninggalan di Parepare umtuk mengurus sebagian harta kekayaan serta
peninggalan saudara MUHAMMAD BADWI| yang berupa tanah yvang dimaksud
dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00357 atas nama MUHAMMAD BADW! dan
memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare untuk
memproses dan menyelesaikan Permohonan Pengajuan Hak Millk (HM) / Balik
Nama atas Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00357 atas
nama MUHAMMAD BADWI| yang diajukan oleh Pemohon sebataEl  pambel
{NURHANA), menjadi fidak beralasan lagi

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Pemohon bahwa Pemohon adalah
orang yang telah membeli dan mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas tanah
tersebut pada tahun 2005, karenanya ia berkehendak mengambil Sertifikat Hak
Milik tanah Nomor 00357 yang terietak di Jalan Kebun Sayur Kelurahan Ujung
Kecamatan Soreang Kola Parepare atas nama Muhammad Badwi tersebut,
perbuatan hukum mengambil (menjadi dalam penguasaannya) Sertifikat Hak Milik
tanah tersebut mengandung sengketa kepemilikan yaitu penguasaan sertifikat hak
atas tanah dengan pihak lain yaitu orang yang berama Muhammad Badwi yang
hanya bisa diajukan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
petitum permohonan Pemohon ke-tiga dan ke-empat tentang permintaan ijin dari
Pengadilan agar memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di
Parepare untuk mengurus sebagian harta kekayaan serta peninggalan saudara
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MUHAMMAD BADWI yang berupa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor 00357 atas nama MUHAMMAD BADWI dan memenntahkan kepada Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare untuk memproses dan menyelesaikan
Permohonan Pengajuan Hak Milik (HM) / Balik Nama atas Tanah yang dimaksud
dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00357 atas nama MUHAMMAD BADWI yang
digjukan oleh Pemohon sebagai pembell (NURHANA) sebagai pemegang hak terakhir
Muhammad Badwi tersebul pada Pemohon adalah tidek beralasan dan
berdasarkan hukum untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas temyata permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan/kriteria
permohonan ketidakhadiran seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
463 dan Pasal 467 KUHPerdata (Burgelick Wetbosek) dan ternyata permohonan
FPemaohon tersebut mengandung sengketa kepemilikan, oleh karena itu haruslah
dinyatakan permohonan Pemchon ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdata (BW), Buku Il
Pedoman Administrasi Peradilan Umum Tahun 2007, dan ketentuan hukum lain
yang berkaitan;

MENETAPKAN
1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk selurubnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000, -
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianiah ditetapkan pada han Kamis, tanggal 18 Maret 2023 oleh
Bonita Pratiwi Putri, SH MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang
ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara
permohanan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut. dengan dibantu
oleh Mukhtar, S H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan
dikinm secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan
pada harl itu juga

Fanitera Pengganti
-_—

-

Mukhtar, S.H
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Perincian biaya

PMNBF Pendafiaran Rp. 30000, -

Pembarkasan ATH Rp. 50.000

FNBF Panggilan Rp. 10.000.-

Penggandaan Rp 15000 -

Matars Rp. 10.000. -

Hak Redaks Rp. 10 -

Jumiah Rp. 125000 - {Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupian)

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt

inkan terjadi perr
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